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Biodata Kegiatan

Nama Organisasi   : Institute for Research and Empowerment (IRE)
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  2 perempuan.
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A. Latar Belakang Kegiatan

Desa-desa di Indonesia berpeluang untuk berdaulat, mandiri dan demokratis di bawah payung hukum 
UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Selain alokasi uang yang membesar, perubahan lain adalah 
jaminan hukum kedudukan desa di dalam sistem NKRI (Pasal 5 UU Desa), pengakuan kewenangan 
desa oleh pemerintahan republik (Pasal 19 UU Desa), dan pelembagaan demokrasi desa melalui 
Musyawarah Desa-Musdes (Pasal 54 UU Desa). Singkat kata, UU Desa telah memandatkan negara 
untuk memenuhi hak-hak desa yang selama ini terabaikan dan menjamin tata kelola pemerintahan 
desa yang berdaulat, mandiri dan demokratis. 

Lebih dari itu, Desa tidak lagi sebagai subordinasi kabupaten. Desa pun memiliki kewenangan yang 
bersifat asal usul dan lokal berskala desa. Dari segi perencanaan desa, dokumen RPJMDes yang 
berdurasi 6 tahun menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Implikasinya, siapapun 
yang hendak menjalankan pembangunan di desa harus merujuk pada RPJMDes. Inilah peluang 
desa untuk bisa berdaulat di tanahnya sendiri. 

Dari segi keuangan, UU Desa memandatkan negara mengalokasikan sebagian APBN kepada desa 
dan sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagai alokasi dana desa. Kapasitas 
keuangan desa yang menguat dari negara dan peluang memperkuat keuangan dari pendapatan 
asli desa (PADesa) inilah yang akan menjadi peluang desa bisa mandiri. Sementara itu dari segi 
partisipasi publik, kelembagaan Musdes yang memiliki spirit melibatkan semua warga (civic 
engagement) dalam membahas berbagai hal strategis di desa, merupakan peluang besar bagi 
demokratisasi desa dan menjadikan desa semakin demokratis.

Tetapi, implementasi UU Desa juga memiliki tantangan yang signifikan misalnya terkait kesiapan 
aparatur pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta 
warga masyarakat masing-masing desa. Hal penting yang sering luput dari perhatian desa adalah 
peran kelompok marginal di desa yang selama ini belum dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan 
desa. Karena itu, dengan UU Desa ini seharusnya kelompok rentan di desa lebih diperhatikan dan 
dilibatkan. Peluang tersebut terbuka lebar, karena pemerintahan desa dan warganya akan menjadi 
subyek pembangunan di desanya sendiri. Ke depan, pelaksanaan UU Desa harus lebih inklusif dan 
memperhatikan hak-hak kelompok tersebut yang masih termarginalkan selama ini.

Berpijak pada pertimbangan di atas, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Center 
for Civic Engagement and Studies (CCES) dengan dukungan HIVOS menjalankan program riset 
aksi bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri 
dan Demokratis.” Tujuan utama riset aksi ini adalah mengembangkan Instrumen/Alat Bantu yang 
Efektif dan Efisien untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis. 
Selain melakukan riset dan mengembangkan instrumen, program ini juga akan melakukan piloting 
project di Kab Gunungkidul-DIY dan Kab Bantaeng-Sulsel.
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B. Tujuan

1. Menyampaikan rencana aksi program yang dilakukan IRE-CCES

2. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil riset

3. Membahas tindak lanjut kegiatan pasca audiensi

C. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilakukan pada hari/tanggal Rabo, 22 April 2015 bertempat di Kantor Bappenas-Jakarta 
dan Kantor Kemendesa-Jakarta. Pertemuan pertama dilakukan di kantor Bappenas pada pagi hari, 
lalu dilanjutkan di kantor Kemendesa pada siang hingga sore hari.

D. Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh pihak Direktur Perkotaan dan Pedesaan – Bappenas, Staf ahli Menteri Desa, 
PDT dan Transmigrasi dan delegasi dari IRE dan CCES (Pimpinan lembaga, Pengelola program, Tim 
Ahli dan Peneliti).

E. Agenda Kegiatan

No Jam Kegiatan PIC
1 10.00 – 10.15 Pembukaan IRE dan CCES
2 10.15 – 10.30 Sambutan Direktur Pedesaan dan 

Perkotaan- Bappenas
Ir. Hayu 

Direktur Pedesaan 
dan Perkotaan – 
Bappenas

3 10.30 – 11.30 Paparan dan Diskusi Hasil Riset Peneliti dan Tim
4 11.30 – 12.00 Agenda Tindak Lanjut dan Penutupan Pengelola Program

Perjalanan dari Kantor Bappenas ke Kantor Kemendesa
5 13.30 – 14.00 Pembukaan IRE dan CCES
6 14.00 – 14.30 Sambutan Staf Ahli Menteri Desa, PDT 

dan Transmigrasi
Iman dan Indra Lubis 

7 14.30 – 15.30 Paparan dan Diskusi Hasil Riset Peneliti dan Tim
8 15.30 – 16.00 Agenda Tindak Lanjut dan Penutupan Pengelola Program
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F. Hasil Kegiatan

Pada pagi hingga siang hari, tim IRE-CCES berkunjung ke Bappenas. Kunjungan ini diterima 
dengan hangat oleh Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas. 
Sebagai pengantar, Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment 
(IRE) Yogyakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bappenas yang sudah 
bersedia menerima kunjungan tim IRE-CCES. Krisdyatmiko mengatakan bahwa maksud 
utama kunjungan ini hendak menyampaikan pokok temuan riset dan rencana program terkait 
implementasi UU Desa. Kebetulan, saat ini IRE dan CCES dengan dukungan HIVOS sedang 
menjalankan program bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 
yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis.” Selain melakukan riset dan penyusunan instrumen 
untuk implementasi UU Desa, program ini juga akan melakukan pendampingan di dua daerah 
yakni Kab. Gunungkidul-Yogyakarta dan Kab Bantaeng-Sulawesi Selatan. Di setiap kabupaten 
ada dua desa yang menjadi lokasi dampingan.

Ibu Ir. Hayu Parasati mengatakan bahwa pada prinsipnya, Bappenas selalu membutuhkan 
input dan berterima kasih jika ada pihak di luar pemerintahan yang bersedia ikut memikirkan 
soal desa. Pejabat eselon dua ini juga menekankan bahwa pihaknya selalu mendukung kinerja 
program yang mendorong kemajuan desa. Ini juga selaras dengan rencana pemerintah yang 
tertuang dalam RPJMN dimana didalamnya juga mendorong munculnya desa mandiri. 

Merespon program yang sedang dijalankan IRE-CCES, Bappenas berharap bahwa hasil dari 
program bisa berkontribusi pada indeks pembangunan desa yang sedang dikembangkan 
oleh Bappenas. “Saat ini indeks pembangunan desa sedang didiskusikan,” kata Hayu sambil 
menambahkan bahwa pihaknya juga sedang memantau pemanfaatan dana desa yang sudah 
mulai mengucur ke desa-desa pada medio April 2015. Hayu juga menambahkan bahwa dana 
desa ini akan dicairkan secara bertahap ke desa hingga mencapai 100% sebagaimana mandat 
regulasi pada tahun 2019. Pemerintah saat ini mengkategorisasi desa ke dalam tiga kluster 
yakni desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri.  

Forum Diskusi juga menyinggung soal ketersediaan data desa sebagai basis bekerjanya 
fungsi desa (fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi 
sosial kemasyarakatan). Tanpa ada data yang memadai, maka desa bisa saja tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. Data desa ini minimal meliputi tiga hal yaitu data dasar desa (profil 
desa) yang menjadi lokus kewenangan Kemendagri, data pembangunan dan perencanaan desa 
yang menjadi lokus Kemendesa dan Bappenas serta sistem informasi desa. Data soal sistem 
informasi desa inilah yang belum jelas siapa yang akan mengurus. Persoalan utama adalah 
bagaimana mensinkronkan ketiga data pokok yang dibutuhkan agar fungsi desa bisa berjalan 
dengan baik. Adanya dua kementerian yang memiliki otoritas terhadap desa juga menjadi hal 
tersendiri. Ke depan, perlu didorong adanya pusat informasi desa yang menjadi pusat segala 
data desa di desa dan menjadi acuan bagi semua pihak.
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Selain itu, salah satu temuan penting dalam kegiatan riset yang dilakukan IRE-CCES ini adalah 
belum ditemukannya regulasi soal kewenangan desa-daerah. Temuan riset mengatakan bahwa 
peraturan bupati soal pembagian kewenangan daerah dan desa belum menjadi perhatian publik 
padahal ia adalah regulasi yang penting dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan 
program.

Sebagai upaya untuk memudahkan implementasi UU Desa, program yang dilaksanakan IRE-
CCES ini juga akan mengembangkan berbagai instrumen atau alat bantu agar pemerintah 
kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah dan warga desa bisa lebih mudah menjalankan 
UU Desa. Instrumen yang dikembangkan adalah buku saku, modul, film, leaflet dan stand 
banner.

Di akhir diskusi, ibu Hayu sangat mengapresiasi program yang sedang dijalankan IRE-CCES 
terutama pengembangan instrumen yang sedang disusun. “Saya kira, belum ada yang pihak 
yang memikirkan pengembangan instrumen untuk memudahkan pelaksanaan UU Desa,” kata 
ibu Hayu. 

Setelah istirahat sejenak, tim IRE-CCES melanjutkan kunjungan berikutnya ke kantor 
Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. Kunjungan ini diterima oleh dua staf ahli yakni Bapak 
Iman dan Bapak Indra Lubis. Staf ahli ini merupakan pejabat penting karena memiliki akses 
yang langsung kepada Menteri dan memiliki tugas penting memberi telaah suatu isu strategis 
kepada Menteri. Belum adanya pejabat yang tetap di level direktorat membuat tim IRE-CCES 
memutuskan untuk bertemu dengan staf ahli yang selama ini selalu menemani dan memberi 
masukan kepada Menteri Desa. 

Secara prinsip, kedua staf ahli ini mengapresiasi rencana program yang dikembangkan IRE-CCES 
dan secara khusus menyambut baik rencana pengembangan instrumen untuk implementasi 
UU Desa. Salah satu instrumen yang dikenalkan kepada kedua staf ahli adalah aplikasi mobile 
phone DESAKITA.ID yang berisi tentang hal-hal strategis dalam UU Desa. Aplikasi ini bisa 
diunduh melalui google play dan bisa dimainkan secara offline untuk mempelajari apa saja isu 
strategis dalam UU Desa. 

Forum Diskusi juga mengusulkan agar ada juga semacam pengembangan web seperti 
kawaldesa.org untuk memantau perkembangan desa dan terutama memantau pemanfaatan 
dana desa yang diturunkan mulai medio April 2015. Adanya web ini diharapkan akan menjadi 
“rumah” bersama untuk mengawasi perkembangan desa.

Selain itu, kedua staf ahli juga berpendapat tentang pentingnya penggunaan Permendesa 
dalam pengembangan instrumen pelaksanaan UU Desa. Terhadap usul ini, tim IRE-CCES 
menyambut baik dan pasti akan memakai peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Desa 
dalam penyusunan instrumen. 
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G. Kesimpulan dan Penutup

Kegiatan road show ke para pengambil kebijakan terutama di Bappenas dan Kemendesa 
ini secara khusus bertujuan untuk mengenalkan program yang dijalankan IRE-CCES dengan 
dukungan HIVOS. Pengenalan program terutama mencakup diseminasi hasil riset, rencana 
pengembangan instrumen dan rencana pendampingan desa. Terkait diseminasi hasil riset, 
salah satu staf ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sudah bersedia hadir dan menjadi 
nara sumber dalam acara Seminar Nasional diseminasi hasil riset di Yogyakarta pada akhir 
April 2015. 

Terkait pengembangan instrumen dan rencana pendampingan, respon positif juga diterima 
baik dari Bappenas maupun Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. Kedua pihak juga berharap 
agar pengembangan instrumen ini bisa segera diwujudkan agar kabupaten maupun desa bisa 
lebih mudah menjalankan amanat UU No 6/2014 tentang Desa.  
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Pengantar

Kepada Direktorat Perkotaan dan Perdesaan - Bappenas

Dari Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic 

Engagement and Studies (CCES)Yogyakarta

Perihal Kepasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa

Tanggal 22 April 2015

Desa-desa di Indonesia saat ini sedang bersiap mel-

aksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Pemerintah pun telah menerbitkan 

peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Menteri.  Meski terlambat diterbitkan 

dan masih belum memadai, regulasi teknis dari 

pusat ini menurut IRE dan CCES seharusnya segera 

ditindaklanjuti oleh daerah/kabupaten. Penting bagi 

daerah untuk segera menerbitkan pedoman teknis 

berupa regulasi, program/kegiatan dan instrumen 

teknis lain untuk memastikan desa melaksanakan 

UU Desa secara tepat. 

Penelitian IRE dan CCES bertema “Mendorong 

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 

yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis” yang 

dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di 

Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten 

Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten 

Bantaeng (Sulawesi Selatan), menemukan sejumlah 

capacity gap kabupaten-desa, antarkabupaten 

maupun antardesa.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikategorikan 

sigap mensosialisasikan UU Desa ke birokrat dae-

rah dan desa. Termasuk cepat pula menata ulang 

regulasi daerah tentang desa (Perda, Perbup). 

Kabupaten Bantaeng tetap memelihara inovasi 

pengembangan BUMDesa, namun dalam sosialisasi 

maupun menata ulang regulasi daerah tentang 

desa, tergolong biasa saja. Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo cepat memulai kerjasama piloting 

desa menyusun perencanaan desa (RPJMDes 

2016-2020) dengan pihak ketiga (Forum Desa 

Nusantara). Namun daerah ini tergolong lamban 

dalam menata ulang regulasi daerah tentang desa. 

Secara merata ketiga daerah belum memiliki 

keberpihakan yang sistematis dalam memandu 

desa untuk melakukan affirmative policy kepada 

kelompok-kelompok rentan di desa. 

Rekomendasi

Secara umum, memo kebijakan ini mere-

komen  dasikan pentingnya pemerintah se gera 

mensupervisi dan mengakselerasi ke  siapan 

kabupaten dalam memfasilitasi pe lak sanaan 

UU Desa. Secara khusus  re komendasi yang 

diprioritaskan adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan setiap Bupati menerbitkan 

Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

Desa. Mandat UU Desa, Pasal 37 PP 

43/2014, dan Permendesa 1/2015 dengan 

tegas memerintahkan kabupaten bersama 
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desa mengidentifikasi daftar kewenangan 

asal usul dan lokal berskala desa. Hingga 

kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum 

memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di 

beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores 

Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur 

Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten 

Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban 

(Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah 

daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar 

Kewenangan Desa. Perbup ini strategis 

sebagai pedoman desa untuk menerbitkan 

Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena 

tanpa kewenangan desa yang definitif dan 

jelas, perencanaan dan penganggaran desa 

tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu 

arah yang jelas.

2. Mendorong Bappeda kabupaten/kota me-

nata ulang mekanisme dan prosedur peren-

canaan daerah dan perencanaan desa. 

Sistem perencanaan pembangunan daerah 

selama ini mengacu UU No 25/2004, 

yaitu melakukan perencanaan sektoral se-

cara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-

kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi 

template baru dalam perencanaan daerah, 

karena hasil Musrenbangdes mengalir ke 

atas (perencanaan daerah) dan mengalir 

ke samping (perencanaan desa). Karena 

itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku pe-

rencanaan daerah penting untuk segera 

menata ulang mekanisme dan prosedur 

perencanaan daerah dan desa. Pemerintah 

daerah penting pula untuk meningkatkan 

kapasitas desa agar memiliki pemahaman 

dan keterampilan menjalankan perencanaan 

sesuai template baru UU Desa tersebut.

3. Mendorong pemerintahan kabupaten/kota 

untuk segera menyediakan instrumen–ins-

trumen pendukung bagi upaya mewu judkan 

desa berdaulat, mandiri dan demo kratis. 

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM 

untuk pengembangan Sistem Informasi Desa 

(SID). Perencanaan dan penganggaran desa 

membutuhkan data sumberdaya desa, data 

pembangunan desa, data sosial budaya 

desa, serta data lainnya yang relevan.

b. Buku saku kewenangan dan perencanaan 

desa yang berisi antara lain prinsip-

prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) 

penyusunan dokumen kewenangan desa, 

RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku 

ini juga harus mendorong desa memberikan 

ruang partisipasi dan keberpihakan kepada 

kepentingan kelompok rentan.

c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa 

yang beorientasi memperkuat peran BPD 

dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, 

Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu 

strategis desa. 

d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan 

Desa (SIKUDES) sesuai dengan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa

4. Mendorong pemerintah kabupaten/kota 

me  ngembangkan kebijakan daerah dan 

desa  yang berpihak kepada kelompok ren-

tan. Peluang UU Desa harus bisa ditrans-

formasi menjadi instrumen kebijakan yang 

menguntungkan kepentingan dan kebutuhan 

kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong 

melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi dan pendataan kelompok 

marjinal dan rentan di desa. Dengan data 

yang akurat, maka desa memiliki basis 

data untuk memberikan pelayanan secara 

paripurna. 

b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok 

marjinal dan rentan di desa agar mampu 

terlibat dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan 

yang dimaksud adalah perempuan, warga 

miskin, lansia, kelompok difable, janda-

janda, dan kelompok masyarakat penganut 

kepercayaan maupun eks Tapol. 

Institute for Research and 
Empowerment (IRE)

Alamat: Jl. Palagan Tentara 
Pelajar Km. 9.5 Dusun 
Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. 
Sariharjo Kec. Ngaglik Sle-
man Yogyakarta 55581, Telp. 
0274-867686 E-mail: o�ce@
ireyogya.org Website: http://
www.ireyogya.org

Center For Civic Engage-
ment and Studies (CCES)

Alamat kontak: Jl. Kemuning 
1B, Pikgondang RT 05 RW 53, 
Condongcatur, Depok Sleman 
Yogyakarta 55283, Telp./Fax: 
+62 274 885006, E-mail: cces_
indonesia2014@yahoo.com, 
Website: www.cces.or.id
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desa mengidentifikasi daftar kewenangan 

asal usul dan lokal berskala desa. Hingga 

kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum 

memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di 

beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores 

Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur 

Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten 

Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban 

(Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah 

daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar 

Kewenangan Desa. Perbup ini strategis 

sebagai pedoman desa untuk menerbitkan 

Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena 

tanpa kewenangan desa yang definitif dan 

jelas, perencanaan dan penganggaran desa 

tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu 

arah yang jelas.

2. Mendorong Bappeda kabupaten/kota me-

nata ulang mekanisme dan prosedur peren-

canaan daerah dan perencanaan desa. 

Sistem perencanaan pembangunan daerah 

selama ini mengacu UU No 25/2004, 

yaitu melakukan perencanaan sektoral se-

cara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-

kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi 

template baru dalam perencanaan daerah, 

karena hasil Musrenbangdes mengalir ke 

atas (perencanaan daerah) dan mengalir 

ke samping (perencanaan desa). Karena 

itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku pe-

rencanaan daerah penting untuk segera 

menata ulang mekanisme dan prosedur 

perencanaan daerah dan desa. Pemerintah 

daerah penting pula untuk meningkatkan 

kapasitas desa agar memiliki pemahaman 

dan keterampilan menjalankan perencanaan 

sesuai template baru UU Desa tersebut.

3. Mendorong pemerintahan kabupaten/kota 

untuk segera menyediakan instrumen–ins-

trumen pendukung bagi upaya mewu judkan 

desa berdaulat, mandiri dan demo kratis. 

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM 

untuk pengembangan Sistem Informasi Desa 

(SID). Perencanaan dan penganggaran desa 

membutuhkan data sumberdaya desa, data 

pembangunan desa, data sosial budaya 

desa, serta data lainnya yang relevan.

b. Buku saku kewenangan dan perencanaan 

desa yang berisi antara lain prinsip-

prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) 

penyusunan dokumen kewenangan desa, 

RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku 

ini juga harus mendorong desa memberikan 

ruang partisipasi dan keberpihakan kepada 

kepentingan kelompok rentan.

c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa 

yang beorientasi memperkuat peran BPD 

dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, 

Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu 

strategis desa. 

d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan 

Desa (SIKUDES) sesuai dengan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa

4. Mendorong pemerintah kabupaten/kota 

me  ngembangkan kebijakan daerah dan 

desa  yang berpihak kepada kelompok ren-

tan. Peluang UU Desa harus bisa ditrans-

formasi menjadi instrumen kebijakan yang 

menguntungkan kepentingan dan kebutuhan 

kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong 

melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi dan pendataan kelompok 

marjinal dan rentan di desa. Dengan data 

yang akurat, maka desa memiliki basis 

data untuk memberikan pelayanan secara 

paripurna. 

b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok 

marjinal dan rentan di desa agar mampu 

terlibat dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan 

yang dimaksud adalah perempuan, warga 

miskin, lansia, kelompok difable, janda-

janda, dan kelompok masyarakat penganut 

kepercayaan maupun eks Tapol. 

Institute for Research and 
Empowerment (IRE)

Alamat: Jl. Palagan Tentara 
Pelajar Km. 9.5 Dusun 
Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. 
Sariharjo Kec. Ngaglik Sle-
man Yogyakarta 55581, Telp. 
0274-867686 E-mail: o�ce@
ireyogya.org Website: http://
www.ireyogya.org

Center For Civic Engage-
ment and Studies (CCES)

Alamat kontak: Jl. Kemuning 
1B, Pikgondang RT 05 RW 53, 
Condongcatur, Depok Sleman 
Yogyakarta 55283, Telp./Fax: 
+62 274 885006, E-mail: cces_
indonesia2014@yahoo.com, 
Website: www.cces.or.id
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Pengantar

Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dari Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic 

Engagement and Studies (CCES)Yogyakarta

Perihal Kepasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa

Tanggal 22 April 2015

Desa-desa di Indonesia saat ini sedang bersiap mel-

aksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Pemerintah pun telah menerbitkan 

peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Menteri.  Meski terlambat diterbitkan 

dan masih belum memadai, regulasi teknis dari 

pusat ini menurut IRE dan CCES seharusnya segera 

ditindaklanjuti oleh daerah/kabupaten. Penting bagi 

daerah untuk segera menerbitkan pedoman teknis 

berupa regulasi, program/kegiatan dan instrumen 

teknis lain untuk memastikan desa melaksanakan 

UU Desa secara tepat. 

Penelitian IRE dan CCES bertema “Mendorong 

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 

yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis” yang 

dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di 

Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten 

Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten 

Bantaeng (Sulawesi Selatan), menemukan sejumlah 

capacity gap kabupaten-desa, antarkabupaten 

maupun antardesa.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikategorikan 

sigap mensosialisasikan UU Desa ke birokrat dae-

rah dan desa. Termasuk cepat pula menata ulang 

regulasi daerah tentang desa (Perda, Perbup). 

Kabupaten Bantaeng tetap memelihara inovasi 

pengembangan BUMDesa, namun dalam sosialisasi 

maupun menata ulang regulasi daerah tentang 

desa, tergolong biasa saja. Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo cepat memulai kerjasama piloting 

desa menyusun perencanaan desa (RPJMDes 

2016-2020) dengan pihak ketiga (Forum Desa 

Nusantara). Namun daerah ini tergolong lamban 

dalam menata ulang regulasi daerah tentang desa. 

Secara merata ketiga daerah belum memiliki 

keberpihakan yang sistematis dalam memandu 

desa untuk melakukan affirmative policy kepada 

kelompok-kelompok rentan di desa. 

Rekomendasi

Secara umum, memo kebijakan ini mere-

komen  dasikan pentingnya pemerintah se gera 

mensupervisi dan mengakselerasi ke  siapan 

kabupaten dalam memfasilitasi pe lak sanaan 

UU Desa. Secara khusus  re komendasi yang 

diprioritaskan adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan setiap Bupati menerbitkan 

Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

Desa. Mandat UU Desa, Pasal 37 PP 

43/2014, dan Permendesa 1/2015 dengan 

tegas memerintahkan kabupaten bersama 
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desa mengidentifikasi daftar kewenangan 

asal usul dan lokal berskala desa. Hingga 

kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum 

memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di 

beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores 

Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur 

Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten 

Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban 

(Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah 

daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar 

Kewenangan Desa. Perbup ini strategis 

sebagai pedoman desa untuk menerbitkan 

Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena 

tanpa kewenangan desa yang definitif dan 

jelas, perencanaan dan penganggaran desa 

tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu 

arah yang jelas.

2. Mendorong Bappeda kabupaten/kota me-

nata ulang mekanisme dan prosedur peren-

canaan daerah dan perencanaan desa. 

Sistem perencanaan pembangunan daerah 

selama ini mengacu UU No 25/2004, 

yaitu melakukan perencanaan sektoral se-

cara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-

kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi 

template baru dalam perencanaan daerah, 

karena hasil Musrenbangdes mengalir ke 

atas (perencanaan daerah) dan mengalir 

ke samping (perencanaan desa). Karena 

itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku pe-

rencanaan daerah penting untuk segera 

menata ulang mekanisme dan prosedur 

perencanaan daerah dan desa. Pemerintah 

daerah penting pula untuk meningkatkan 

kapasitas desa agar memiliki pemahaman 

dan keterampilan menjalankan perencanaan 

sesuai template baru UU Desa tersebut.

3. Mendorong pemerintahan kabupaten/kota 

untuk segera menyediakan instrumen–ins-

trumen pendukung bagi upaya mewu judkan 

desa berdaulat, mandiri dan demo kratis. 

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM 

untuk pengembangan Sistem Informasi Desa 

(SID). Perencanaan dan penganggaran desa 

membutuhkan data sumberdaya desa, data 

pembangunan desa, data sosial budaya 

desa, serta data lainnya yang relevan.

b. Buku saku kewenangan dan perencanaan 

desa yang berisi antara lain prinsip-

prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) 

penyusunan dokumen kewenangan desa, 

RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku 

ini juga harus mendorong desa memberikan 

ruang partisipasi dan keberpihakan kepada 

kepentingan kelompok rentan.

c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa 

yang beorientasi memperkuat peran BPD 

dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, 

Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu 

strategis desa. 

d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan 

Desa (SIKUDES) sesuai dengan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa

4. Mendorong pemerintah kabupaten/kota 

me  ngembangkan kebijakan daerah dan 

desa  yang berpihak kepada kelompok ren-

tan. Peluang UU Desa harus bisa ditrans-

formasi menjadi instrumen kebijakan yang 

menguntungkan kepentingan dan kebutuhan 

kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong 

melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi dan pendataan kelompok 

marjinal dan rentan di desa. Dengan data 

yang akurat, maka desa memiliki basis 

data untuk memberikan pelayanan secara 

paripurna. 

b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok 

marjinal dan rentan di desa agar mampu 

terlibat dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan 

yang dimaksud adalah perempuan, warga 

miskin, lansia, kelompok difable, janda-

janda, dan kelompok masyarakat penganut 

kepercayaan maupun eks Tapol. 
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Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dari Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic 

Engagement and Studies (CCES)Yogyakarta

Perihal Kepasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa

Tanggal 22 April 2015
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DIDUKUNG OLEH

PELAKSANA PROGAM

2

IRE POLICY MEMO /APRIL 2015
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sesuai template baru UU Desa tersebut.
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